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P  U  T  U  S  A   N

                                            NO.03 

PK/Pdt .Sus/2011

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   M A H K A M A H       A G U N 

G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

pen in jauan  kembal i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :       

ROY  SUSANTO,  ber tempat  t i ngga l  d i  Genuk 

Karang lo ,  RT.04  RW. 01,  No.624- B,  Tega lsa r i ,  

Kecamatan  Cand isa r i ,  Kota  Semarang  ;  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Termohon 

Kasas i ,  Penggugat  ;

melawan :

KIYANTO WIBOWO,  ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Pandanaran  No.86  Kota  Semarang,  da lam  ha l  in i  

member i kan  kuasa  kepada  :  Sig i t  Djoko  Pr i j ono ,  

SH.  Advoka t ,  berkan to r  d i  Ja lan  Tampomas 

Sela tan  I / 15  Semarang,  sesua i  Sura t  Kuasa  

Khusus  tangga l  22 Nopember  2010 ;

Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Pemohon 

Kasas i ,  Terguga t  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Termohon  Kasas i ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan  penin jauan  kembal i  

te rhadap  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.758  K/Pdt .Sus /2009  

tangga l  26  Mei  2010  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam  perkaranya  melawan   Termohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  Pemohon  Kasas i ,  Terguga t  dengan  pos i t a   gugatan  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Penggugat  te l ah  beker j a  pada  Terguga t  se jak  

tangga l  1 Desember  1993  dengan  upah  yang  d i t e r ima  te rakh i r  

bu lan  Mare t  2008,  sebesar  Rp.709 .000 , - /bu lan ,  sedangkan  
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UMK Kota  Semarang  tahun  2008  sebesar  Rp.715 .700 , - /bu lan  

dengan  demik ian  Terguga t  melanggar  Pasa l  90  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  se lan j u t n ya  Penggugat  

berhak  atas  kompensas i  Pasa l  185  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  13  Tahun  2003  dar i  sanks i  dengann  sebesar  

Rp.400 .000 .000 , -  (empat  ra tus  ju t a  rup iah ) ;  

Bahwa  Penggugat  se jak  tangga l  2  Apr i l  2008  te lah  

dipaksa  mengundurkan  di r i  dengan  kompensas i  uang  sebesar  

Rp.3 .350 .000 , -  tap i  t i dak  di te r ima  oleh  Penggugat  karena  

Penggugat  merasa  t i dak  pernah  mengajukan  permohonan  

pergunduran  di r i  ba ik  secara  l i san  maupun te r t u l i s ,  dan  di  

s in i  je las  bahwa Tergugat  t i dak  menyuka i  Penggugat ,  karena  

melapor  ke DISNAKERTRANS Kota  Semarang  pada tangga l  17 Maret  

2008  mengenai  pelanggaran  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  

2003 ;

Bahwa  selan ju tnya  Penggugat  berupaya  menyelesa i kan  

perse l i s i h an  in i  mela lu i  medias i  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  

Semarang,  karena  Penggugat  te lah  diber i  Sura t  Pangalaman  

Ker ja  oleh  Tergugat  dengan  alasan  mengundurkan  di r i  secara  

l i san  dan  petugas  medias i  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  Semarang  

te lah  mengeluarkan  anju ran  yang  ber i s i  agar  Penggugat  dan  

Tergugat  melan ju t kan  hubungan  ker ja  kembal i ,  te tap i  di to l ak  

oleh  Tergugat  ;

Bahwa dengan  di to l aknya  anju ran  medias i  Dinas  Tenaga  

Ker ja  Kota  Semarang,  maka berar t i  Tergugat  berke te tapan  akan  

mengakh i r i  hubungan  ker ja ,

maka  je las  bahwa  Tergugat  mem-PHK Penggugat  dengan  maksud  

ef i s i ens i  perusahaan,  maka Penggugat  berhak  atas  kompensas i  

Pasal  164  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  uang  

pesangon  sebesar  2 (dua)  ka l i  keten tuan  Pasal  156  ayat  (2 )  

uang  penghargaan  masa ker ja  sebesar  1 (sa tu )  ka l i  keten tuan  

Pasal  156 ayat  (3 )  dan uang penggant i an  hak  sesua i  keten tuan  

Pasal  156 ayat  (4 ) .  Adapun perh i t ungannya  adalah  saudara  Roy 

Sutanto  masa ker ja  15  tahun  UMK Kota  Sernarang  Tahun  2009  

sebesar  Rp 835.500 , - /bu lan  adalah  :

Uang pesangon  2 x 9 x Rp 838.500, -  = 
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Rp.15.093 .000 , -

Uang penghargaan  masa ker ja  11 x 6 x Rp.838.500 , -  = 

Rp.   5.031 .000 , -

Uang penggant i an  hak  15% x 

(Rp.15 .093 .000 , -  + Rp 5.031.000 , -  =  Rp.  

3.081.600 , -   

Jumlah  =  Rp 

23.142 .600 ,

Bahwa  Pengguga t  se jaK  bulan  Apr i l  2008  sampai  

sekarang  t i dak  dibayar  upahnya  ;

Bahwa berdasarkan  ura ian  gugatan  Penggugat  sebagaimana  

te rsebu t  d i  atas ,  mohon  kepada  Ketua  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l /Ma je l i s  Hakim PHI  pada Pengadi l an  Neger i  Semarang  

agar  mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ,  se lan ju tnya  

menghukum Tergugat  untuk  membayar  upah proses  Penggugat  yang  

besarnya  dih i t ung  dar i  bulan  Apr i l  2008  sampai  perkara  in i  

berkekua tan  hukum te tap ,  ser ta  menghukum pula  Tergugat  untuk  

membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp.2 .000 .000 , -  (dua  

ju ta  rup iah )  per - har i  apabi l a  la l a i  menja lankan  putusan  

se jak  berkekua tan  hukum te tap  ;

Bahwa  berdasarkan  alasan  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Semarang  memeriksa  dan  mengadi l i  

perkara  in i  berkenan  agar  supaya  memutuskan  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  kese lu ruhannya  ;

2. Menyatakan  sah  dan  berharga  semua  ala t  bukt i  yang  

dia jukan  Penggugat  dalam perkara  in i  ;

3. Menyatakan  Tergugat  melakukan  perbuatan  melawan  

hukum/wanpres tas i  ;

4. Menghukum  Tergugat  agar  membayar  kepada  Penggugat  

se jumlah  Rp.400.000 .000 , -  karena  Tergugat  melanggar  

Pasal  90  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  

maka  Penggugat  berhak  atas  kompensas i  Pasal  185  ayat  

(1 )  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5. Menghukum Tergugat  agar  membayar  :

Uang pesangon  2 x 9 x Rp 838.500, - = 
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Rp.15.093 .000 , -

Uang penghargaan  masa ker ja  1 x 6 x Rp.838.500 , -  =  Rp

5.031.000 , -

Uang penggant i an  hak  15% x 

(Rp.15 .093 .000 , -  + Rp.5.031 .000 , - )  =  Rp.  

3.081.600 , -   

Jumlah  = 

Rp.23.142 .600 , -  

Karena  Tergugat  melanggar  Pasal  164  ayat  (3)  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  proses  secara  

tuna i  te rh i t ung  dan  bulan  Apr i l  2008  sampai  dengan  

perkara  in i  berkekua tan  hukum te tap  ;

7. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  

(dwangsom)  sebesar  Rp.2 .000 .000 , -  per - har i  apabi l a  

la l a i  menja lankan  putusan  se jak  berkekua tan  hukum 

te tap  ;

8. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Apabi la  Pengadi l an  Huaungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  

Neger i  Semarang  berpandapat  la i n ,  maka dalam perad i l an  yang  

baik  mohon putusan  yang sead i l adi l nya  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te lah  mangajukan  Ekseps i  pada  pokoknya  atas  dal i l -

dal i l  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

Bahwa gugatan  Penggugat  adalah  merupakan  gugatan  yang  

kabur  (obscuur  l i be l )  hal  in i  dika renakan  anta ra  pet i t um  dan  

pos i ta  t i dak l ah  s ink ron  ;

Bahwa  dalam  pet i t umnya  Penggugat  minta  pada  Maje l i s  

Hakim,  Tergugat  te lah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  

namun demik ian  dalam  pos i t anya  Penggugat  t i dak  mengura ikan  

secara  tegas  perbuatan  melawan hukum yang  bagaimanakah  yang  

dimaksud  oleh  Penggugat  ;

Bahwa  dengan  demik ian  antara  pet i t um  dan  pos i t a  

t i dak lah  s ink ron  dan  hal  in i  menjad ikan  gugatan  Penggugat  

sangat  kabur ,  sehingga  sudah seharus- nyalah  dinya takan  t i dak  
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di te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk laa rd )  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te lah  mengajukan  gugatan  Rekonpens i  (gugatan  bal i k )  

pada pokoknya  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Rekonpens i  :

Bahwa  dalam  gugatan  Rekonpens i  (gugatan  bal i k )  in i  

mohon Penggugat  Konpens i  disebu t  sebagai  Tergugat  Rekonpens i  

dan  Tergugat  Konpens i  mohon  disebu t  sebaga i  Penggugat  

Rekonpens i  ;

Bahwa hal - ha l  yang  te rmuat  dalam Konpens i  mohon secara  

mutat i s  mutand is  te rbaca  kembal i  da lam Rekonpens i  ;

Bahwa  Tergugat  Rekonpens i  nyata - nyata  pada  tangga l  2 

Apr i l  2008  te l ah  menyampaikan  secara  l i s an  pengunduran  

di r i n ya  da lam  sebuah  Rapat  Managemen  yang  juga  d ihad i r i  

o leh  pimpinan  Hote l  Ind rap ras ta  ;

Bahwa  se jak  Tergugat  Rekonpens i  menyampaikan  

pengunduran  di r i n ya  te rsebu t  Tergugat  Rekonpens i  t i dak  

pernah  lag i  masuk ker j a  sampai  saat  in i  ;

Bahwa dengan  adanya  pengunduran  di r i  secara  l i s an  oleh  

Tergugat  Rekonpens i  d ihadapan  Penggugat  Rekonpens i  dan  

segenap  Managemen  Hote l  Ind rap ras ta ,  maka  bersama  in i  

Penggugat  Rekonpens i  mohon  agar  Tergugat  Rekonpens i  

d i te t apkan  te lah  mengundurkan  di r i  atas  kemauan  send i r i  

se jak  tangga l  2 Apr i l  2008 ;

Bahwa  karena  Tergugat  Rekonpens i  te l ah  mengundurkan  

di r i ,  maka sudah  se layaknya  pula  di te t apkan  bahwa Tergugat  

Rekopens i  t i dak  berhak  mendapatkan  uang  pesangon  dan  

penghargaan  masa ker j a  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  162  

Undang- Undang Nomor  13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan  ura ian  kami  di  atas  maka dengan  in i  

Tergugat  Konpens i /Penggugat  Rekonpens i  mohon  agar  k i r anya  

Maje l i s  Hakim berkenan  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

A. Dalam Konpens i  :

1. Dalam Ekseps i  :

- Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  

se lu ruhnya  ;
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- Menyatakan  gugatan  Penggugat  untuk  

t i dak  di te r ima  (n ie t  onvanke l i j k  

verk l aa rd )  ;

2. Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;

- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  

biaya  perkara  in i  ;  

B. Dalam Rekonpens i  :

- Mener ima  gugatan  Penggugat  Rekonpens i  

untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan /menetapkan  Terguga t  

Rekonpens i  te l ah  mengundurkan  di r i  atas  

kemauan  send i r i  pada  tangga l  2  Apr i l  

2008;

- Menyatakan /Menetapkan  Terguga t  

Rekonpens i  t i dak  berhak  atas  pesangon  

dan uang penghargaan  masa ker ja  ;

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i  untuk  

membayar  biaya  perkara  in i  ;

ATAU :

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  la i n ,  mohon  putusan  

yang  adi l  berdasarkan  perad i l an  yang  baik  (ex  aequo  et  

bono)  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  te l ah  

mengambi l  putusan ,  ya i t u  Putusan  Nomor  45/G/2009 /PHI .Smg  

tangga l  18 Agustus  2009 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Konpens i  :

Dalam Ekseps i  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menyatakan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  

anta ra  Tergugat  dengan  Penggugat  karena  

ef fes i ens i  ;

2. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  
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pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  

ser ta  uang  penggant i an  hak  kepada  

Penggugat  dengan  perh i t ungan  sebaga i  

ber i ku t  : .

- Uang pesangon   2 x  9 x  Rp.715 .700 , -  

= Rp.12 .882 .600 , -

- Uang  Penghargaan  masa  ker j a  5  x  

Rp.715.700 , -  = Rp.   3.578 .500 , -

- Uang  Penggant i an  hak  15%  x  

Rp.16 .461 .100 , - =  Rp.  

2.469 .165 , -

Jumlah  =  Rp 

18.930 .265 , -

3.  Menolak  

gugatan  Penggugat  yang  se leb ihnya ;

Dalam Rekonpens i  :

- Meno lak  guga tan  Rekonpens i  Pengguga t  

Rekonpens i  ;

Dalam Konpens i  Dan Dalam Rekonpens i  :

- Membebankan  b iaya  perka ra  kepada  Negara  

sebesa r  Rp.156 .000 , -  (se ra t u s  l ima  pu luh  

enam r i b u  rup i ah )  ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung RI  No.758  

K/Pdt .Sus /2009  tangga l  26  Mei  2010  yang  te lah  berkekua tan  

hukum te tap  te rsebu t  adalah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

KIYANTO WIBOWO te rsebu t  ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

tangga l  18 Agustus  2009 Nomor 45/G/2009 /PHI  Smg ;

MENGADILI  SENDIRI  :

Dalam Ekseps i

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  ;

Dalam Pokok  Perkara  :

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Dalam Rekonpens i  :

- Menolak  gugatan  Rekonpens i  ;
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Dalam Konpens i /Rekonpens i  :

- Membebankan  biaya  perkara  in i  kepada  Negara  ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung  

RI  No.758  K/Pdt .Sus /  2009 tangga l  26 Mei  2010 d ibe r i t a hukan  

kepada  Pemohon Kasas i /Te rguga t  pada tangga l  21 Oktober  2010  

kemudian  te rhadapnya  oleh   Pemohon  Kasas i /  Terguga t  

d ia jukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  l i san  pada  

tangga l  3  Nopember  2010  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  pen in jauan  kembal i  No.05/PK/2010 /PHI .Smg,  yang  

dibua t  o leh  Pl t .  Pani te ra  Muda  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada Pengad i l an  Neger i  Semarang,  permohonan  mana 

dise r t a i  dengan  memor i  penin j auan  kembal i  yang  memuat  

alasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  

te rsebu t  pada tangga l  3 Nopember  2010 ;

 Bahwa  sete lah  i t u  oleh  para  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  yang  pada  tangga l  9 Nopember  2010  te l ah  dibe r i t a hu  

ten tang  memor i   pen in j auan  kembal i  dar i  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  d ia j ukan  jawaban  memor i  pen in j auan  kembal i  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Semarang  pada  tangga l   30  Nopember  

2010 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pen in jauan  kembal i  aquo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  penin jauan  kembal i  te rsebu t  fo rma l  

dapat  d i te r ima  ;

 Menimbang,  bahwa  alasan- alasan  yang  dia jukan  o leh  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  da lam memor i  pen in j auan  kembal i  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah :

1. Bahwa  Putusan  Mahkamah  Agung  d i  

t i ngka t  kasas i  te r sebu t ,  Pemohon 

te l ah  d ibe r i t a hukan  secara  patu t  

pada  har i  Kamis ,  tangga l  21 
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Oktober  2010,  se t i dak - t i daknya  

anta ra  tenggang  waktu  

pember i t ahuan  te rsebu t  dengan  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  in i  

be lum  lewat  sebaga imana  

d i t en t ukan  undang- undang  ya i t u  6 

(enam)  bu lan  se te l ah  

pember i t ahuan  i s i  putusan  

te rsebu t  ;

2. Bahwa  Pemohon  menyampaikan  

pen in j auan  kembal i  putusan  

te rsebu t  karena  berpendapa t  dan 

merasakan  bahwa  putusan  da lam 

perka ra  in i  :

a. Terdapa t  keadaan  baru  

yang  menimbulkan  dugaan  

kuat  bahwa  j i k a  keadaan  

i t u  sudah  d ike tahu i  pada 

waktu  s idang /p roses  

pemer i ksaan  perka ra  masih  

ber l angsung ,  has i l n ya  

akan  berupa  putusan  yang  

mengabu lkan  gugatan  

Penggugat ,  set i dak -

t i daknya  la i n  dar i  

putusan  yang  ada sekarang  

in i  ;

b. Putusan  in i  be lum member i  

putusan  mengena i  tun tu t an  

pemohon  tanpa  

per t imbangan  sebab-

sebabnya  ;

c . Putusan  in i  dengan  je l a s  

memper l i ha t k an  suatu  

kekh i l a f a n  atau  sesua tu  

keke l i r u an  yang  nyata  ;
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3. Bahwa  adapun  amar  putusan  yang  

saya  mohonkan  pen in j auan  kembal i  

te r sebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

MENGADILI

- Mener ima  Permohonan  Kasas i  dar i  Pemohon 

Kasas i  KIYANTO WIBOWO te rsebu t  ;

- Membata l kan  Putusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  tangga l  18  Agustus  2009  

Nomor  :  45/G/2009 /PHI .Smg ;

MENGADILI  SENDIRI

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  ekseps i  Terguga t  ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i t e r ima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak  gugatan  Rekonpens i  ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Membebankan  b iaya  perka ra  in i  kepada.  Negara  :

1. Bahwa  sa lah  sa tu  per t imbangan  Hak im  Agung  da lam 

per t imbangan  putusannya  te rsebu t  anta ra  la i n  

menyangkut  kete rangan  dar i  saks i - saks i  dar i  Pemohon 

Kasas i  yang  meni la i  bahwa putusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  Nomor  

45/G/2009 /PHI .Smg  te r t angga l  18  Agustus  2009  t i dak  

sah  dan  d inya ta - kan  bata l  demi  hukum karena  da lam 

putusannya  t i dak  mencantumkan  nama,  jaba tan ,  

kewarganegaraan  p ihak  yang  berse l i s i h ;

Per lu  Pemohon  je l a skan  dalam  ha l  in i  bahwa  putusan  

Pengad i l an  sudah  mencantumkan  nama  dan 

kewarganegaraan  p ihak  yang  berse l i s i h  sesua i  dengan  

Undang- Undang  No.2  Tahun  2004  Pasa l  102,  tap i  hanya  

karena  ke la l a i a n  Pani t e r a  da lam  mencata t  Keputusan  

t i dak  mencantum- kan  jaba tan  p ihak  yang  berse l i s i h .  

Jad i  per l u  Pemohon tegaskan  dan  je laskan  kembal i  dalam 

hal  in i  bahwa jabatan  Pemohon Penin jauan  Kembal i  adalah  
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sebagai  Secur i t y  Hote l  Indrapras ta  Semarang  dan  jabatan  

Termohon Penin jauan  Kembal i  adalah  sebagai  Pemi l i h  Hote l  

Indrapras ta  Semarang ;

Bahwa dalam pemer iksaan  perkara  in i  pada t ingka t  Medias i  

Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  Semarang  hinggga  pada  t ingka t  

Pengadi lan  Hubungan  Indust r i a l  pada.  Pengadi lan  Neger i  

Semarang,  apa  yang  diper t imbangkan  oleh  Hakim  Agung  

tersebut  juga  te lah  saya  bantah  kebenarannya,  baik  dalam 

jawab  menjawab  maupun  dalam  konk lus i / kes impu lan  akhi r  

dalam  perkara  in i  (untuk  je lasnya  mohon  diper i ksa  

berkas)  namun demik ian  t idak  ada  salahnya  apabi la  dalam 

kesempatan  in i  Pemohon  kemukakan  kembal i  berhubung  

sete lah  mempela ja r i  putusan  dar i  Mahkamah Agung tersebut  

ternya ta  hal  tersebut  hanya  diper t imbangkan  secara  

sepihak  saja  (hanya  bukt i  dar i  Pemohon  Kasasi )  tanpa  

diper t imbangkannya  sejauh  mana pembukt ian  yang  dia jukan  

oleh  pihak  Termohon  Kasasi  sebagai  bukt i  lawan  

(Tegenbewi j s ) ;

a.1 .  Bahwa  apa  yang  di te rangkan  oleh  saks i - saks i  

tersebut  t idak  dapat  dipandang  sebagai  suatu  

kesaks ian  apalag i  untuk  di jad i kan  dasar  dalam 

putusan  perkara  in i ,  oleh  karena  keterangan  saks i -

saks i  tersebut  sebagian  besar  hanya  dike tahu i  

berdasarkan  pember i tahuan  orang  la in ,  dengan  kata  

la in  bukan  berdasarkan  dengan  apa  yang  dia lami ,  

di l i ha t  dan  didengar  sendi r i  sebagaimana  yang  te lah  

di i sya ra t kan  untuk  seorang  saks i  ;

a.2 .  Di  samping  hal  te rsebut  dalam kai tannya  dengan  apa  

yang  diper - t imbangkan  oleh  Hakim  Agung  tersebut  di  

atas  yai tu  menyangkut  per t imbangan- per t imbangan  

pani te ra  t idak  mencantumkan  nama,  jabatan ,  

kewarganegaraan  pihak  yang  berse l i s i h  dalam putusan  

Pengadi lan  Hubungan  Indust r i a l  pada  Pengadi lan  

Neger i  Semarang  Nomor  45/G/2009/PHI .Smg,  sehingga  

atas  dasar  hal  tersebut  Judex  Fact i  memandang bahwa 

yang  dikemukakan  oleh  Pemohon  Kasasi  sebagai  
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kebera tannya  yang cukup  bera lasan  ;

a.3 .  Dalam keputusan  Mahkamah Agung tersebut  sama sekal i  

t idak  di - singgung/d ipe r t imbangkan  oleh  Hakim  Agung 

bukt i  sura t  yang  mendukung  dar i  keterangan  petugas  

Medias i  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kota  Semarang.  Perkara  

in i  sampai  dis idangkan  di  Pengadi lan  Hubungan  

Indust r i a l  pada  Pengadi lan  Neger i  Semarang  i tu  

membukt ikan  ada  perse l i s i han  antara  peker ja  dan  

pengusaha  (da lam  hal  in i  antara  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  dan Termohon Penin jauan  Kembal i )  ;

a.4 .  Berdasarkan  hal  tersebut  dengan  mela lu i  upaya  

penin jauan  kembal i  in i  pemohon  akan  memgajukan  

sekal i gus  bukt i  membukt ikan  bahwa  apa  yang  

dibukt i kan  oleh  Pemohon Kasasi  tersebut  adalah  sama 

sekal i  t idak  benar .  Oleh  karena  in i  hanya  kela la i an  

petugas  Pani te ra  Pengadi lan  Hubungan Indust r i a l  pada  

Pengadi lan  Neger i  Semarang  dalam  mencata t  putusan  

t idak  mencatumkan  jabatan  pihak  yang  berse l i s i h  

sesuai  dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal  

102 ;

a.5 .  Sekal i  lag i  Hakim Agung yang  memer iksa  perkara  in i  

menunjukkan  bahwa  apa  yang  diper t imbangkan  

te rsebu t  semata- mata  d idasarkan  atas  per t imbangkan  

sep ihak  sa ja ,  tanpa  mau  memper t imbangkan  bukt i -

bukt i  per lawanan  ( tegensbewi j s )  yang  d ia j ukan  oleh  

Pemohon,  ha l  mana  te rnya ta  oleh  karena  apa  yang  

dipe r t imbangkan  o leh  Judex  Fact i  te rsebu t  te l ah  

diban tah  kebenarannya  o leh  Pemohon/  Penggugat  

asa l ,  bahwa lah i r n ya  keputusan  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Semarang  Nomor  :  

45/G/2009 /  PHI .Smg.  te r t angga l  18  Agustus  2009  

yang  t i dak  mencantumkan  jaba tan  para  p ihak  yang  

berse l i s i h  sesua i  Undang- Undang Nomor  2 Tahun 2004  

Pasal  102  ada lah  hanya  ke la l a i an  petugas  Pani te ra  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  

Neger i  Semarang  belaka  ;
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

mengenai  a lasan  te rsebu t  :

Bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  mengajukan  

novum dan t i dak  te rbuk t i  adanya  suatu  kekh i l a f an  hak im atau  

keke l i r uan  yang  nyata  sebaga i - mana yang  te l ah  d ia tu r  da lam 

keten tuan  Pasal  67  huru f  (b )  dan  ( f )  Undang- Undang  No.5  

Tahun  2004,  yang  te lah  diadakan  perubahan  kedua  menjad i  

Undang- Undang No.3  Tahun 2009 ten tang  Mahkamah Agung ;

Bahwa  Judex  Jur i s  te l ah  tepa t  dan  benar  da lam 

per t imbangan  dan penerapan  hukumnya ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

maka  permohonan  pen in jauan  kembal i  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  :  ROY SUSANTO te rsebu t  harus  

di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa karena  ni la i  gugatan  dalam  perkara  in i  

di  bawah Rp. .150 .000 .000 , -  (sera tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah) ,  

maka  pihak- pihak  yang  berperkara  t idak  dikenakan  biaya  

perkara ,  dan  berdasarkan  Pasal  58  Undang- Undang  No.  2 Tahun 

2004 biaya  perkara  dibebankan  kepada Negara  ;

Memperhat i kan  Pasal - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.48  

Tahun 2009,  Undang- Undang No.14  Tahun 1985 sebaga imana  yang  

te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.5  Tahun  

2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  Tahun  

2009  Undang- Undang  No.2  Tahun  2004   ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

                                      M E N G A D I  L  

I  

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  ROY SUSANTO te rsebu t  ;

Membebankan  b iaya  perka ra  kepada  Negara  ;

Demik ian l ah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada har i  Selasa  tangga l  15 Maret  2011  o leh  

H.  Dirwoto ,  SH. ,  Hakim  Agung  yang  d i t e t apkan  o leh  Ketua  

Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  dan  Dwi  Tjahyo 

Soewarsono,  SH,  dan  H.  Buyung Mariza l ,  SH,  Hakim- Hakim Ad 
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Hoc  PHI  pada  Mahkamah  Agung  Repub l i k  Indones ia  sebaga i  

Anggota  dan d iucapkan  da lam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  

har i  i t u  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  dengan   d ihad i r i   o leh  

Hakim  –  Hak im   Anggota   te r sebu t   dan   d iban tu   o leh  

Hasiamah  Dist i yawat i ,  SH,  MH,  Pani t e r a  Penggant i  dengan  

t i dak  d ihad i r i  o leh  para  p ihak .

Hakim- hak im Anggota Ketua
t t d / t t d /

Dwi  Tjahyo  Soewarsono ,  SH. H.  Di rwo to ,  
SH.

t t d /
H.  Buyung Mar i za l ,  SH.

Pani te ra  Penggant i ,
t t d /

Hasiamah Dis t i y awa t i ,  SH,  MH. Untuk  Sal i nan
Mahkamah Agung RI

a.n .  Pani t e r a
Pani t e r a  Muda Perda ta  Khusus

Rahmi  Mulya t i ,  SH. ,  MH.
   Nip .  040 049 629
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